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RINGKASAN KEBIJAKAN: 

MENDORONG INVESTASI ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA 

 

 

1. Ringkasan Eksekutif 

 

Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework 

Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja 

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Artinya, Indonesia secara legal 

telah mengikatkan diri untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dengan mendukung 

upaya global dalam membatasi kenaikan temperatur rata-rata sebesar 1.50 C di bawah 

level rata-rata temperatur sebelum masa industri. Untuk memenuhi komitmen tersebut, 

maka perlu peningkatan level investasi pada energi terbarukan yang masif dalam waktu 

dekat. 

Namun tren investasi energi terbarukan Indonesia masih belum menunjukkan 

pertumbuhan yang kuat. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan investasi energi 

tersbarukan mengalami fluktuasi. Bahkan, pada tiga tahun terakhir tidak memenuhi 

target yang sudah ditetapkan pemerintah. Hal ini juga terlihat pada kapasitas terpasang 

pembangkit energi terbarukan yang baru mencapai 10,5 GW di akhir tahun 2020 dari 

target 45 GW tahun 2025 seperti yang tercantum di Rencana Umum Energi Nasional. 

Kebutuhan pembangunan pembangkit energi terbarukan pada berdasarkan target 

Persetujuan Paris, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang disesuaikan, dan 

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, menunjukkan perlunya 

peningkatan yang signifikan pada investasi energi terbarukan antara 2,5 sampai 5 kali 

lebih tinggi dibandingkan rata-rata investasi dalam lima tahun terakhir. 

Untuk mencapai investasi tersebut, Indonesia dihadapkan pada sejumlah 

hambatan yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi, institusi dan administrasi, 

pasar, pendanaan, infrastruktur, dan sosial. Untuk mengatasinya, Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) diharapkan memberikan dukungan melalui fungsi legislasi, pengawasan, 

dan penganggaran. Dengan demikian, diharapkan kinerja pemerintah untuk 
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mengoptimalkan dampak positif dari investasi energi terbarukan seperti terciptanya 

lapangan pekerjaan, dapat terwujud. Investasi yang besar tentu memerlukan penyiapan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih. Di saat yang sama, kemungkinan hilangnya 

lapangan pekerjaan di sektor energi fosil dapat dimitigasi dengan memberikan pelatihan 

bagi pekerja di sektor fosil untuk menjadi SDM di sektor energi terbarukan. 

 

2. Pendahuluan 

 

Tahun 2020 diawali dengan pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemerintah di 

seluruh dunia memberlakukan pembatasan pada aktivitas ekonomi dan masyarakat. 

Perubahan situasi dan penurunan aktivitas di sektor-sektor produktif yang mengkonsumsi 

energi juga memberikan dampak pada perkembangan sektor energi. Laporan World 

Energy Outlook 2020 memperlihatkan bahwa pada tahun 2020, kebutuhan energi dunia 

mengalami penurunan sebesar 5%. Demikian pula halnya dengan investasi di sektor 

energi, mengalami penurunan 18% dibandingkan tahun sebelumnya1.  

Situasi yang sama juga terjadi di Indonesia. Pembatasan aktivitas ekonomi 

berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terkontraksi sebesar 2.07%, 

sebuah perubahan yang luar biasa melihat pertumbuhan Indonesia sebelum pandemi 

stabil pada level ~5% selama lima tahun terakhir2. Total pertumbuhan Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) juga melambat walau masih di 

level positif. Namun, realisasi investasi di sektor energi hanya mencapai 70% dari target 

tahun 2020 dengan nilai realisasi pada kisaran US$24,4 miliar atau setara Rp342 triliun3.  

Faktor utama yang menyebabkan hal ini antara lain penurunan nilai komoditas yang 

sangat mempengaruhi iklim investasi, terutama di sektor mineral dan batubara serta 

minyak dan gas bumi. Selain itu, terdapat hambatan pada investasi infrastruktur energi 

karena tantangan dalam penyediaan logistik dan penundaan pada proses konstruksi 

akibat restriksi aktivitas sosial.4 

 
1 International Energy Agency (IEA) (2020). World Energy Outlook 2020. 
2 BPS (2021). Berita Resmi Statistik. https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-

indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html 
3 ESDM (2021). Capaian Kinerja 2020 dan Program Kerja 2021. 
4 IESR (2021). Indonesia Energy Transition Outlook 2021 
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Dari sisi konsumsi energi, pertumbuhan permintaan energi tercatat negatif pada 

tahun 2020 dengan penurunan sebesar 11%. Konsumsi energi di sektor industri dan 

transportasi merupakan yang paling terdampak. Konsumsi di kedua sektor itu mengalami 

penurunan sebesar 17% dan 12%. Sementara itu, konsumsi energi di sektor rumah 

tangga justru mencatat pertumbuhan terbesar dalam lima tahun terakhir yaitu sekitar 9% 

akibat dari restriksi aktivitas dan anjuran untuk tetap berada di rumah yang diberlakukan 

sejak tengah tahun 2020.5  

 

Grafik  1: Pertumbuhan Konsumsi Energi di Indonesia berdasarkan Sektor Konsumsi Energi 

 

Sumber: Analisis Penulis dari HEESI (2021) 

 

Sebagai respon atas dampak pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia 

menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditujukan untuk 

melindungi masyarakat miskin dan dunia usaha agar tidak terpuruk akibat pembatasan 

aktivitas sosial ekonomi tersebut. 

Selain pandemi, krisis iklim telah menjadi tantangan nyata bagi dunia. Laporan 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) AR6, menunjukkan bahwa kenaikan 

suhu rata-rata global telah mencapai 1,10 C dibandingkan tahun 1900-an. Apabila 

 
5 ESDM (2021). Handbook of Energy and Economic Statistic of Indonesia 2020. 
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kenaikan suhu rata-rata global mencapai 40 C, maka cuaca ekstrim seperti heatwave 

dapat terjadi 9,4 kali lebih sering, hujan deras terjadi 2,7 kali lebih sering dan kekeringan 

terjadi empat kali lebih sering dengan intensitas yang semakin tinggi6.  

Hal ini akan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi Indonesia atau bahkan 

keberlanjutan hidup manusia di muka bumi. Laporan dari Swiss Re Institute menunjukkan 

bahwa penurunan Produk Domestik Bruto Indonesia diperkirakan sebesar 40% pada 

tahun 2048 dibandingkan kondisi yang tidak ada dampak krisis iklim, jika kenaikan 

temperatur rata-rata global mencapai 3,20 C. 

Untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan memitigasi krisis 

iklim, maka diperlukan peningkatan investasi energi bersih yang sangat cepat dalam satu 

dekade mendatang. Total investasi di sektor energi global harus meningkat 2,5 kali lipat 

yang mana 85% dari investasi itu ditujukan untuk teknologi energi bersih. Untuk 

pembangkitan listrik sendiri, nilai investasi harus naik dari rata-rata lima tahun terakhir 

sebesar US$0,5 triliun menjadi US$1,7 triliun per tahunnya pada tahun 2030, dengan 

US$1,3 trilliun adalah investasi untuk pembangkit energi terbarukan7. Investasi ini juga 

perlu didukung dengan peningkatan investasi pada infrastruktur pendukung sektor energi 

yang mencapai dua kali lipat dari US$0,4 triliun menjadi US$0,9 triliun (seperti jaringan 

ketenagalistrikan dan stasiun pengisian kendaraan listrik). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 IPCC WG 1 (2021). Climate change 2021. The Physical Science Basis 
7 IEA WEO (2021). World Energy Outlook 2021 
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Grafik  2 Investasi Sektor Global untuk Mencapai Net Zero 2050 sesuai Persetujuan Paris 

 

Sumber: IEA (2021) 

 

Peningkatan investasi pada teknologi energi bersih, utamanya untuk energi 

terbarukan, menjadi berkali lipat perlu terlihat nyata dalam satu dekade ini (2021-2030). 

Kebutuhan investasi yang sangat tinggi dan situasi pandemi memang memberikan 

tantangan tambahan dalam mendorong peningkatan investasi tersebut. Dukungan 

kebijakan yang jelas dan terpusat pada energi bersih menjadi mutlak diperlukan. 

 

3. Perkembangan Kebijakan Energi Terbarukan di Indonesia 

3.1 Tinjauan kebijakan dan regulasi energi terbarukan 

 

Seperti disampaikan sebelumnya bahwa Indonesia telah meratifikasi Persetujuan 

Paris. Dengan demikian Indonesia mengikatkan diri untuk mengatasi tantangan 

perubahan iklim. Mitigasi emisi GRK di sektor energi menjadi penting menimbang proyeksi 

emisi GRK Indonesia di tahun 2030 menempatkan sektor energi menjadi penyumbang 

emisi terbesar di negara ini, mencapai 58% dari total emisi GRK nasional. 
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Grafik  3: Target Nationally Determined Contribution Indonesia dan Target Penurunan Emisi GRK 

sesuai Peta Jalan 20 C atau 1,50 C8 

 

Sumber: Climate Action Tracker (2021) 

 

Kebijakan Energi Nasional (KEN) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 

Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional memberikan asas dalam pengelolaan 

energi nasional sebagai modal pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah (PP) 

tersebut juga mengatur target bauran energi primer dari Energi Baru dan Terbarukan 

minimal sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Peraturan Presiden 

Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional menjabarkan strategi 

dalam mencapai KEN dan mengaitkan kebijakan energi dengan pencapaian target 

penurunan emisi sesuai dengan target Nationally Determined Contribution (NDC).  

Namun realisasi dari bauran energi terbarukan pada energi primer Indonesia pada 

akhir tahun 2020 baru mencapai 11,3%. Walaupun sudah meningkat sebesar 5% sejak 

tahun 2016, namun pertumbuhan energi terbarukan masih kalah dibandingkan energi 

fosil terutama batubara yang tumbuh sebesar 10,7% pada kurun waktu yang sama. 

Terlepas dari kebijakan iklim dan energi, pemerintah juga menjalankan program 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai respon pada dampak pandemi Covid-19. 

Fokus kebijakan dari PEN mencakup enam klaster yaitu klaster perlindungan sosial, 

UMKM, sektoral kementerian, lembaga dan pemerindah daerah, kesehatan, insentif 

usaha, dan pembiayaan korporasi. Realisasi PEN mencapai 83% dari total anggaran 

 
8 Climate Action Tracker (2021). https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/ 
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sebesar Rp695 triliun pada tahun 2020. Program PEN akan diteruskan pada tahun 2021 

dan 2022. Untuk tahun 2022 sendiri akan difokuskan pada kesehatan dan perlindungan 

masyarakat. 

Sebuah studi yang mengkaji fokus pemulihan ekonomi Indonesia (program PEN) 

yang dikaitkan dengan pemulihan hijau (green recovery) masih menunjukkan indeks 

negatif karena program yang ada justru memberikan dukungan ke sektor fosil jauh lebih 

besar dari energi terbarukan9. Dukungan langsung yang diberikan ke energi terbarukan 

masih berupa subsidi penggunaan biodiesel dan insentif fiskal yang sulit terkuantifikasi.  

Di sisi lain, dukungan pada energi fosil tercatat memakan prosi yang cukup besar 

pada program pemulihan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2020, dukungan pemerintah 

yang terkuantifikasi untuk energi fosil mencapai Rp206 triliun yang terdiri dari subsidi 

energi sebesar 97,4 triliun dan program PEN yang mencapai Rp108,5 triliun10. 

Melihat perkembangan energi terbarukan yang masih tertinggal jauh dari target 

23% pada tahun 2025 sesuai KEN, maka jelas diperlukan dukungan yang lebih kuat untuk 

mengakselerasi energi terbarukan. Seiring dengan dibutuhkannya regulasi dan kebijakan 

yang mendukung energi terbarukan di Indonesia, DPR tengah menyusun RUU Energi Baru 

dan Terbarukan (RUU EBT) dalam Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 

2021 (dilanjutkan ke Prolegnas Prioritas Tahun 2022).  

Di awal Agustus 2021, DPR RI telah menyerahkan draf RUU EBT ke Badan Legislasi 

(Baleg), dengan target pengesahan undang-undang pada kuartal keempat tahun 2021. 

Namun draf yang ada belum menunjukkan dukungan penuh pada energi terbarukan, 

dikarenakan adanya energi baru yang juga mendapat dukungan yang sama di draf RUU 

tersebut. 

 

3.2 Tren dan kebutuhan investasi energi terbarukan di Indonesia 

 

Didorong oleh inovasi teknologi dan masifnya pengembangan energi terbarukan, 

tren penurunan harga energi terbarukan masih berlanjut. Laporan BloombergNEF 

menunjukkan bahwa penurunan harga modul surya, turbin angin, serta baterai Li-ion 

 
9 Vivid Economics (2020). Greenness of Stimulus Index 
10 IISD (2021). How Indonesia Can Achieve Both a COVID-19 Recovery and Its Climate Targets 
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mencapai 89%, 59% dan 89% dalam kurun waktu satu dekade terakhir (2010-2019). 

Proyeksi dari lembaga yang sama memperkirakan investasi untuk pembangkit energi 

surya, angin, dan sistem penyimpanan/baterai akan mencapai 74% dari total investasi 

global untuk pembangkitan listrik selama tiga dekade mendatang11. Perkembangan ini 

telah memberikan opsi yang ekonomis dalam mendekarbonisasi sektor ketenagalistrikan 

sekaligus memberikan peluang untuk menarik investasi dan mengembangkan industri di 

Indonesia yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. 

Namun tren investasi energi terbarukan Indonesia masih belum menunjukkan 

pertumbuhan yang kuat. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan investasi EBT 

mengalami fluktuasi dan pada tiga tahun terakhir tidak memenuhi target yang sudah 

ditetapkan pemerintah. Hal ini juga terlihat pada kapasitas terpasang pembangkit energi 

terbarukan yang baru mencapai 10,5 GW di akhir tahun 202012 

Grafik  4: Target dan Realisasi Investasi Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) 

2016-202113.  

 

Sumber: Laporan Kinerja Tahunan EBTKE (2016-2021) 
 

Ket: *Angka realisasi 2021 baru sampai semester 1-2021 

 

Merujuk pada RUEN dengan target pembangunan energi terbarukan sebesar 45 GW 

pada tahun 2025, maka ada 35 GW pembangkit energi terbarukan yang perlu dibangun 

 
11 Izadi (2020). BloombergNEF. 
12 ESDM (2021). Capaian Kinerja 2020 dan Program Kerja 2021. 
13 EBTKE (2016-2021). Laporan kinerja tahunan 
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dalam kurun waktu 5 tahun (2021-2025). Walaupun dengan mempertimbangkan 

pertumbuhan energi yang lebih rendah dari proyeksi RUEN, untuk mencapai target 23% 

energi terbarukan, tetap dibutuhkan minimal 24 GW kapasitas terpasang energi 

terbarukan (skenario transisi energi)14 dan 38 GW jika ingin mengejar target Persetujuan 

Paris.15  

Sayangnya, pada RUPTL 2021-2030, pembangkit energi terbarukan tambahan yang 

baru, direncanakan sebesar 10,6 GW sehingga pada akhir tahun 2025, total pembangkit 

energi terbarukan baru mencapai 21 GW.  Artinya masih ada kekurangan pembangunan 

pembangkit energi terbarukan sebesar 3 GW jika merujuk pada target 23% RUEN, dan 

bahkan 17 GW agar sesuai dengan target Persetujuan Paris.   

 

Grafik  5: Total Kebutuhan Investasi Energi Terbarukan antara tahun 2021-2021 (miliar USD) 

 

 

Berdasarkan tiga skenario di atas, diperlukan peningkatan yang signifikan pada 

investasi energi terbarukan antara 2,5 sampai 5 kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata 

investasi 5 tahun terakhir.  Perencanaan RUPTL 2021-2030, mengindikasikan kebutuhan 

 
14 IESR (2020). National Energy General Plan (RUEN): Existing Plan, Current Policies Implication and Energy 

Transition Scenario 
15 IESR (2021). Deep Decarbonization of Indonesia Energy System 
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investasi energi terbarukan yang perlu mencapai US$20,2 miliar antara 2021-2025. Pada 

skenario pembangunan pembangkit energi terbarukan sesuai Persetujuan paris (38 GW), 

kebutuhan investasi mencapai US$41 miliar selama lima tahun ke depan (atau US$8.2 

miliar per tahun).  

 

4. Praktik Baik Investasi Energi Terbarukan di Negara Berkembang 

 

4.1 India 

 

Kebijakan pengembangan energi terbarukan India telah berkembang sejak krisis 

minyak tahun 1980-an yang membuat India (terutama pemerintah pusat) ingin 

mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan melihat energi terbarukan sebagai 

salah satu solusi dalam meningkatkan ketahanan energi nasional.  

India telah menetapkan target yang jelas dan ambisius dalam pengembangan 

energi terbarukan, yaitu sebesar 175 GW pada tahun 2022 (tidak termasuk PLTA skala 

besar) dan 450 GW pada tahun 2030. Target 175 GW didominasi oleh pengembangan 

PLTS dan PLTB yang mencapai 100 GW dan 60 GW. Dari target tahun 2022 sebesar 175 

GW, sudah ada 88,5 GW kapasitas yang terpasang dan sekitar 73,5 GW proyek yang ada 

di tahap pengembangan dan tender.16  

 
16 Rao & Agarwal (2021). How India’s Solar and Wind Policies Enabled its Energy Transition. CEEW 
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Grafik  6: Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan di India 2016-2020 (dalam MW) 17 

 

Sumber: IRENA (2021) 

 

Pengembangan energi terbarukan di India didukung oleh kebijakan yang mengatasi 

risiko dan permasalahan di sisi suplai (pembangkit listrik) dan juga di sisi permintaan 

(konsumer dan pembeli listrik). Dari sisi suplai, pemerintah pusat mulai mendorong 

pengembangan energi terbarukan sejak penetapan National Tariff Policy di tahun 2006 

yang memberikan insentif pada investor swasta dengan memberikan feed-in-tariff yang 

ditetapkan melalui lelang kompetitif.  

Selain itu, pemerintah India juga mendorong energy terbarukan melalui program 

National Solar Mission yang dimulai pada tahun 2010. Program tersebut memberikan 

kepastian pada investor berupa jaminan pembayaran (payment security) pada proyek 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang disetujui dalam naungan program tersebut 

serta kontrak Power Purchase Agreement (PPA) atau Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) 

jangka panjang 18. Solar Energy Corporation of India Limited (SECI) merupakan institusi 

yang ditunjuk untuk mengelola dana payment security tersebut.19 

Di sisi permintaan, terdapat pemberlakuan Renewable Purchase Obligation (RPO) 

yang menciptakan permintaan untuk energi terbarukan. Antara tahun 2010-2012, RPO 

 
17 IRENA (2021). Renewable Energy Capacity Statistics. 
18 Rao & Agarwal (2021). How India’s Solar and Wind Policies Enabled its Energy Transition. CEEW 
19 Ladislaw, Sarah (2017). Payment Security Mechanism for Solar Power in India: Can India Secure its Future 
and the Future of Solar Developers as well? 
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diberlakukan untuk perusahaan distribusi listrik (discoms), pemilik pembangkit untuk 

kebutuhan sendiri (captive), serta konsumen listrik open access. Revisi untuk National 

Tariff Policy do tahun 2016, memberikan kewajiban target RPO yang ditentukan dalam 

skala nasional dan kewajiban adopsi bagi pemerintah negara bagian. Kebijakan ini lalu 

dikombinasi dengan Renewable Energy Certificate (REC), dimana kewajiban RPO dapat 

dipenuhi dengan membeli REC ini sendiri. 

Tekhusus untuk investasi, pemerintah India membolehkan 100% investasi dari luar 

negeri untuk energi terbarukan dan juga penggunaan teknologi impor untuk 

pembangunan energi terbarukannya. Kebebasan investasi tersebut mendorong PMA yang 

tinggi di sektor energi terbarukan India dan mencapai 10,3 miliar USD sejak tahun 2000.20 

Di saat yang sama, pemerintah pusat mendorong pengembangan industri manufaktur 

dalam negeri melalui program “Make in India” dan skema production linked incentive yang 

memberikan insentif sesuai dengan kualitas dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 

dari industri manufaktur di India.  

Skema tersebut telah mendatangkan ijin investasi industri manufaktur modul Surya 

sebesar 54,5 GW dan memungkinkan India menjadi exportir modul surya dalam beberapa 

tahun kedepan21. Secara perlahan, pemerintah India juga menjalankan tender yang 

dikhususkan dengan syarat TKDN tertentu yang diperkenalkan bersamaan dengan pajak 

pada impor produk energi terbarukan.22 

Pada perjalanannya, implementasi energi terbarukan diproyeksikan dapat 

memenuhi target yang ditetapkan pemerintah. Kombinasi dari penetapan target yang 

ambisius serta regulasi yang mendukung dari sisi permintaan dan suplai energi, membuat 

pengembangan energi terbarukan di India dapat tumbuh sesuai target. Namun, tercatat 

masih ada beberapa hambatan dalam pengembangan energi terbarukan di India, 

utamanya adalah kemampuan negara bagian yang berbeda serta kondisi keuangan 

discoms yang bahkan sebelum kebijakan diberlakukanpun sudah tidak dalam kondisi 

yang sehat. 

 

 
20 https://www.makeinindia.com/sector/renewable-energy 
21 https://economictimes.indiatimes.com/industry/renewables/govt-to-enhance-funding-under-pli-for-solar-

manufacturing-to-rs-24000-cr-says-r-k-singh/articleshow/87695133.cms?from=mdr 
22 Gupta, Sameer (2020). Exploring Renewable Energy Manufacturing In India 
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4.2 Vietnam 

 

Kapasitas terpasang energi terbarukan Vietnam tumbuh dengan cepat dalam tiga 

tahun terakhir, utamanya, didorong oleh pertumbuhan PLTS baik atap maupun skala 

utilitas (dari 5 MW menjadi 16504 MW dalam lima tahun). Penambahan kapasitas ini jauh 

melebihi target kapasitas yang ditentukan pada National Power Development Plan 7 

(PDP7) yaitu sebesar 850 MW pada tahun 2020.  

Pemberlakukan kebijakan feed-in-tariff menjadi faktor pendorong utama 

peningkatan investasi PLTS. Peraturan FiT untuk PLTS diberlakukan pertama kali melalui 

Keputusan Perdana Menteri di tahun 2017 dengan nilai 9.35 cent/kWh untuk proyek 

PLTS yang COD sebelum 30 Juni 2019 selama 20 tahun. Tarif ini disesuaikan lagi pada 

tahun 2020 dan dibedakan untuk tiga instalasi PLTS sebelum 31 Desember 2020 (PLTS 

atap 8.38 cent/kWh, PLTS skala utilitas 7.09 cent/kWh, PLTS terapung 7.69 cent/kWh).  

Sektor energi terbarukan juga termasuk sektor prioritas di Vietnam sehingga 

investasinya didukung juga oleh insentif fiskal seperti peniadaan bea impor peralatan, 

pengurangan pajak penghasilan korporasi (nol untuk 4 tahun pertama, dan pengurangan 

50% untuk 9 tahun berikutnya), dan peniadaan biaya sewa tanah (land lease) selama 14 

tahun atau seumur proyek. Selain itu, pengembang PLTS dapat memanfaatkan 

pendanaan dari luar negeri (bahkan sampai 100%  equity)23. Pada akhir 2020, ada 50 GW 

PLTS yang sudah terdaftar untuk dibangun dan menunggu persetujuan untuk dimasukkan 

ke PDP.24 

Vietnam sedang merencanakan metode lelang untuk menggantikan FiT di PLTS, 

sedangkan energi terbarukan lainnya masih diberlakukan sistem FiT, terutama untuk 

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang ingin didorong oleh pemerintah Vietnam. 

Selain itu, pemerintah Vietnam juga mempertimbangkan regulasi yang mengatur direct 

PPA (power purchase agreements)– penjualan listrik langsung antara IPP (Independent 

Power Producers) dan konsumen listrik.25 

 
23 Do et. Al. (2020). Underlying drivers and barriers for solar photovoltaics diffusion: The case of Vietnam 
24 https://www.wfw.com/articles/vietnams-draft-master-plan-viii-what-it-means-for-renewable-energy/ 
25 Allens (2021). Renewables in Vietnam 
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Grafik  7: Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan di Vietnam 2016-2020 (dalam MW)26 

 

Sumber: IRENE (2021) 

 

Namun, kejelasan tarif telah meningkatkan keyakinan investor pada sektor energi 

terbarukan dan bahkan membuat investor berani berinvestasi di tengah risiko proyek 

energi terbarukan di Vietnam. Risiko investasi energi terbarukan yang masih ada di 

Vietnam, seperti kepastian pembelian energi yang terbangkitkan, risiko koneksi ke 

jaringan, pengurusan ijin yang kompleks, tidak adanya jaminan investasi dari pemerintah, 

dan risiko perubahan pada kebijakan yang semua ditanggung oleh IPP.27  

  

 
26 IRENA (2021). Renewable Energy Capacity Statistics. 
27 Allens (2021). Renewables in Vietnam 
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4.3 Pembelajaran bagi Indonesia 

 

Pengembangan energi terbarukan dapat didorong dengan cepat jika kebijakan 

yang disusun dapat mengatasi permasalahan risiko pada investasi energi terbarukan 

sehingga meningkatkan iklim investasi energi terbarukan. Dari contoh kedua negara, 

faktor risiko pada investasi energi terbarukan dimitigasi melalui penetapan target 

pembangunan energi terbarukan yang ambisius, regulasi penetapan tarif energi 

terbarukan yang jelas (berupa lelang terbalik, FiT, dan payment security), dan 

menciptakan regulasi yang dapat mendorong permintaan pasar pada energi terbarukan 

(berupa RPO, REC, direct PPA).  

Adapun insentif yang diberikan pada energi terbarukan seperti insentif non-fiskal 

(peniadaan bea impor, pengurangan pajak dsb), dan kemudahan proses investasi (100% 

PMA, lahan) memberikan nilai bankability yang lebih baik sehingga menjadi dorongan 

tambahan bagi investor dalam membuat keputusan investasi final (final investment 

decision) untuk energi terbarukan. 

Ada pembelajaran menarik dari India terkait bagaimana pemerintah 

memanfaatkan momentum investasi energi terbarukan untuk membangun kapasitas 

industri dalam negeri. Kombinasi program Make in India dan juga pengaturan tender yang 

transparan dan terkhusus antara lelang dengan TKDN atau tidak, diharapkan dapat 

membuat pembangunan energi terbarukan mempunyai dampak ekonomi yang lebih besar 

dalam jangka panjang. 

 

5. Mendorong investasi energi terbarukan di Indonesia 

5.1 Hambatan investasi 

 

Berdasarkan studi IEA, hambatan dalam investasi dan pengembangan energi 

terbarukan dapat dikategorikan dalam hambatan tekno-ekonomis, hambatan kebijakan 

dan regulasi, hambatan institusi dan administrasi, hambatan pasar, hambatan 

pendanaan, hambatan infrastruktur, dan hambatan kesiapan SDM dan kesadaran, dan 
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hambatan dari segi sosial dan lingkungan.28 Hambatan tersebut saling berhubungan satu 

sama lain dan terkadang menyelesaikan suatu hambatan akan memunculkan hambatan 

lain yang sebelumnya tidak terlalu terlihat. 

 

Tabel 1: Hambatan Investasi Energi Terbarukan di Indonesia 

Hambatan Penjelasan Referensi 

1. Kebijakan dan 

Regulasi 

a. Kebijakan energi untuk energi terbarukan 

menetapkan target 23% bauran energi 

primer, namun sering terjadi 

ketidakselarasan pada penerjemahan 

target tersebut pada perencanaan. 

Misalnya adalah bauran listrik yang 

ditargetkan mencapai 23% berdasarkan 

RUPTL 2021-2030 yang tidak sama 

dengan 23% bauran energi primer. 

b. Desain regulasi yang tidak konsisten dan 

terintegrasi dengan baik, misalnya 

penghapusan FiT yang terburu-buru ketika 

energi terbarukan belum berkembang. 

- IESR (2021). 

Indonesia 

Energy 

Transition 

Outlook 

- IESR (2018). 

Igniting a Rapid 

Deployment of 

RE in Indonesia  

2. Institusi dan 

Administrasi 

a. Proses Perizinan yang panjang  

b. Tidak ada standarisasi perjanjian jual beli 

listrik  

c. Birokrasi perijinan yang masih dianggap 

memakan waktu 

d. Isu lahan pada proyek energi terbarukan 

(perpindahan aset, lahan yang terletak di 

daerah yang dilindungi, dll) 

- IESR (2021). 

Indonesia 

Energy 

Transition 

Outlook 

- PwC (2021). 

Achieving net 

zero – 

Financing the 

transition 

 

3. Pasar a. Subsidi pada energi fosil yang besar 

sehingga menyebabkan ketidaksetaraan 

kompetisi dengan energi terbarukan. 

b. Eksternalitas dari pemanfaatan energi fosil 

yang belum terinternalisasi (seperti polusi 

dan emisi gas rumah kaca yang belum 

masuk pada struktur biaya energi fosil) 

c. Regulasi terkait tarif energi terbarukan yang 

masih didasarkan pada 85% BPP PLN. 

d. Kurang terintegrasinya mekanisme pasar 

yang dapat menciptakan permintaan 

energi terbarukan 

- IESR (2018). 

Igniting a Rapid 

Deployment of 

RE in Indonesia 

- Handika, Irene 

(2021). Aspek 

Hukum dan 

Investasi ET 

4. Pendanaan a. Instrumen dan ekosistem pendanaan yang 

belum tersedia untuk membantu 

pembiayaan energi terbarukan 

- IESR (2018). 

Igniting a Rapid 

 
28 Muller et.al. (2011).  Renewable Energy: Policy Considerations for Deploying Renewables 
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b. Persepsi dari bank domestik yang 

menganggap energi terbarukan sebagai 

proyek dengan risiko tinggi. Misalnya, bank 

domestic memberikan bunga pinjaman 

mencapai 10% untuk proyek energi 

terbarukan, jauh lebih tinggi dibandingkan 

bunga 3% yang diberikan bank asing di 

negara lain. 

c. Ketidaksesuaian aset keuangan lokal yang 

short-term dengan kebutuhan 

pendanaan/pinjaman energi terbarukan 

yang cenderung long-term. 

Deployment of 

RE in Indonesia 

- PwC (2021). 

Achieving net 

zero – 

Financing the 

transition 

- Wijaya, Ery 

(2021). 

Tantangan 

Investasi Energi 

Terbarukan 

5. Infrastruktur a. Indonesia sebagai negara kepulauan 

mempunyai pengembangan jaringan 

ketenagalistrikan yang tidak sama di 

masing-masing pulau tersebut.  

b. Belum adanya kapasitas untuk mengelola 

jaringan secara fleksibel atau setidaknya 

persepsi dari pemangku kepentingan yang 

melihat intermitensi dari energi terbarukan 

sebagai ancaman 

c. Kurang berkembangnya industri 

manufaktur energi terbarukan di Indonesia 

- IESR (2021). 

Deep 

decarbonization 

of the energy 

system 

- IESR (2021). 

Indonesia 

Energy 

Transition 

Outlook 

- IESR (2018). 

Igniting a Rapid 

Deployment of 

RE in Indonesia 

6. Sosial a. Pemahaman masyarakat tentang 

pentingnya energi terbarukan masih minim 

b. Belum adanya program yang mendukung 

kesiapan SDM untuk industri energi 

terbarukan 

- IESR (2021). 

Indonesia 

Energy 

Transition 

Outlook 

 

Hambatan yang telah diidentifikasi di atas merupakan hambatan yang cukup krusial 

dalam mendorong pengembangan energi terbarukan berdasarkan studi literatur yang 

telah dilakukan. Untuk hambatan infrastruktur, terutama terkait fleksibilitas jaringan 

masih belum relevan di Indonesia karena integrasi energi terbarukan yang masih rendah. 

Akan tetapi, hambatan ini akan muncul ketika bauran listrik energi terbarukan yang 

intermiten yaitu dari energi surya dan bayu, meningkat lebih tinggi mencapai >5%.29 

 

 
29 IEA (2020). https://www.iea.org/articles/will-system-integration-of-renewables-be-a-major-challenge-by-
2023 
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5.2 Peluang dalam menarik investasi energi terbarukan dan meningkatkan manfaat 

pada pertumbuhan ekonomi 

 

Melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, DPR dapat 

membantu terciptanya iklim investasi energi terbarukan secara masif. Beberapa kerangka 

regulasi dan kebijakan yang berjalan saat ini perlu dioptimalkan untuk mencapai target 

bauran primer energi terbarukan sebesar 23% di tahun 2025 dan mengatasi hambatan-

hambatan dalam investasi energi terbarukan. Berikut adalah rangkuman beberapa peran 

DPR dalam mengatasi hambatan pengembangan energi terbarukan, melalui fungsi 

legislasi, pengawasan, dan anggaran.  

 

a. Fungsi Legislasi 

DPR bersama pemerintah perlu melakukan review dan perbaikan sejumlah materi 

muatan RUU EBT. 

Tabel 2: Materi Muatan RUU EBT yang Perlu Perbaikan 

Materi Penjelasan 
Hambatan 

yang Diatasi 

Eksklusivitas 

Energi Terbarukan 

RUU EBT seharusnya difokuskan pada energi 

terbarukan. Hal ini berkaitan dengan kejelasan tujuan 

sebuah UU sehingga memberikan kepastian hukum, dan 

mengatasi beragam hambatan pengembangan energi 

terbarukan sehingga dapat mendorong peningkatan 

investasi hingga 2,5 sampai 5 kali lipat menuju 2025. 

 

Seperti diketahui, draft RUU EBT memasukkan elemen 

energi baru seperti energi nuklir dan hilirisasi batubara 

yang merupakan energi fosil sehingga dapat 

menimbulkan kebingungan bagi pemangku kepentingan 

terkait arah pembangunan sistem energi Indonesia.  

 

Hambatan 

1.a 

1.b 

Perizinan RUU EBT perlu mengatur secara lebih jelas mengenai 

perizinan energi terbarukan agar benar-benar 

memberikan kepastian dari segi proses dan waktu. 

Lambatnya proses birokrasi lebih punya dampak pada 

keekonomian energi terbarukan yang butuh investasi 

besar di awal. 

 

Hambatan 

2.a 

Penyediaan 

pasar/permintaan 

Draf RUU EBT memang mengatur Standar Portfolio 

Energi Terbarukan (SPET) yang mewajibkan 

pemanfaatan energi terbarukan, namun hanya untuk 

Hambatan 

3.d 
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badan usaha pemilik tenaga listrik dari energi tidak 

terbarukan setelah UU ini berlaku. Belajar dari India, 

SPET ditetapkan untuk seluruh penyedia listrik tanpa 

terkecuali dengan target yang sesuai dengan kebijakan 

energi pemerintah. Selain itu, mekanisme pemenuhan 

SPET seperti sertifikat energi terbarukan perlu didesain 

agar dapat efektif melengkapi peraturan SPET. 

 

Harga energi 

terbarukan 

Faktor harga menjadi penting untuk menarik investasi. 

Belajar dari Vietnam, harga merupakan faktor penentu 

dalam menarik investasi energi terbarukan. Sesuai 

amanat UU 30 Tahun 2007 tentang Energi, harga energi 

seharusnya merefleksikan harga energi berkeadilan 

yaitu harga yang mencakup biaya produksi, biaya 

lingkungan, biaya konservasi dan margin usaha. Penting 

dalam penentuan harga memperhatikan tujuan dari 

penyediaan energi terbarukan. Misalnya dalam 

pengembangan skala besar, maka penentuan harga 

perlu mencari harga paling kompetitif yang dapat 

dilakukan dengan mekanisme lelang terbalik, skala kecil 

dengan FiT, sedangkan untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat luas (menengah kebawa) maka penentuan 

harga perlu ditentukan langsung dengan menimbang 

agar dapat menarik bagi masyarakat.  

 

Hambatan 3.c 

Insentif dan dana 

energi terbarukan 

Draf RUU telah mengatur pemberian insentif seperti 

pemberian jaminan pemerintah dan juga kemudahan 

perizinan lahan. Penting agar focus insentif diberikan ke 

energi terbarukan karena punya dampak yang sangat 

signifikan pada nilai investasi awal dan risiko proyek. 

Selain itu, belajar dari India, dukungan pada penyediaan 

lahan dapat mengurangi risiko investasi, sehingga dapat 

dipertimbangkan untuk juga dimasukkan sebagai opsi 

dukungan ke energi terbarukan, misalnya RUU mengatur 

pembuatan bank lahan untuk pengembangan proyek 

energi terbarukan, identifikasi dan pemanfaatan lahan 

kritis dan tidak produktif, dsb. 

 

Hambatan 

2.b  

4.a, 4.b 

Penelitian dan 

pengembangan 

Dukungan penelitian dan pengembangan dapat 

mempercepat penguasaan teknologi energi terbarukan 

yang cenderung lebih mudah dikuasai dibandingkan 

tenologi energi baru dan nuklir. Pengembangan industri 

energi terbarukan nasional memungkinkan untuk 

dipercepat dan menciptakan dampak ekonomi yang 

lebih luas dari investasi energi terbarukan. 

 

Hambatan 5.c 

 

b. Fungsi Anggaran 
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DPR bersama pemerintah perlu mengalokasikan APBN untuk pengembangan energi 

terbarukan pada sejumlah sektor. 

Tabel 3: Objek Penganggaran untuk Pengembangan Energi Terbarukan 

Objek 

Penganggaran 
Penjelasan 

Hambatan yang 

Diatasi 

Pembiayaan 

institusi 

Investasi energi terbarukan yang masif membutuhkan 

dukungan sistem dan institusi yang dapat mengelola 

secara efektif sehingga fokus anggaran dapat 

diarahkan untuk menciptakan sistem investasi yang 

mudah dan dapat dimonitor dengan optimal. Di saat 

yang sama, kapasitas institusi juga perlu ditingkatkan 

untuk mengatasi hambatan yang berpotensi muncul 

ketika integrasi energi terbarukan mulai meningkat, 

seperti pengelolaan jaringan yang fleksibel. 

 

Hambatan 

2a 

1b 

5b 

Alokasi PEN untuk 

mendukung Green 

Recovery 

Alokasi dana yang besar untuk PEN di tahun 2020 

dinilai justru mendukung energi fosil. Seharusnya, PEN 

dapat dijadikan peluang dalam mengakselerasi transisi 

ke energi terbarukan. Beberapa program dan alokasi 

dana untuk PEN perlu untuk diarahkan untuk 

mendukung pengembangan energi terbarukan disaat 

yang bersamaan. Misalnya adalah dukungan modal 

untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang 

difokuskan pada penyediaan energi bersih (biogas, 

PLTS atap) sehingga dapat mengurangi biaya produksi 

UKM tersebut, atau penggantian subsidi listrik bagi 

masyarakat dengan program PLTS atap (Surya 

Nusantara). 

 

Hambatan  

6.a 

6.b 

Subsidi energi 

fosil 

Di tahun 2020, subsidi untuk energi fosil masih 

mencapai 206 triliun yang terdiri dari subsidi energi dan 

program PEN. Kondisi ini menciptakan 

ketidakseimbangan kompetisi antara energi fosil dan 

energi terbarukan. Perlu diusulkan mekanisme 

realokasi subsidi agar dukungan energi fosil bisa hilang 

dan optimalnya dipindahkan ke energi terbarukan, dan 

bukan energi fosil lainnya. Misalnya realokasi subsidi 

dan impor LPG bukan ke (gasifikasi) batubara, tetapi 

justru ke program energi terbarukan (masih perlu kajian 

lebih lanjut) seperti biogas/CNG, kombinasi kompor 

listrik, dan energi terbarukan. 

 

Hambatan 

3a 

3d 

6a 

Penyertaan Modal 

Negara 

Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN (terutama 

PLN) perlu disertai dengan penugasan yang jelas untuk 

mengatasi hambatan ataupun potensi hambatan pada 

energi terbarukan seperti ketersediaan/interkoneksi 

jaringan listrik dan smart grid untuk PLN, kapasitas 

produksi untuk BUMN manufaktur, dsb . 

Hambatan 

5a 

5b 

5c 
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c. Fungsi Pengawasan 

DPR perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan anggaran 

yang berkaitan pengembangan energi terbarukan. 

Tabel 4: Objek Pengawasan DRP terkait Pengembangan Energi Terbarukan 

Objek 

Pengawasan 
Penjelasan 

Hambatan yang 

Diatasi 

Peta jalan transisi 

energi 

Rencana Umum Energi Nasional yang disusun dan 

terbitkan tahun 2017 perlu dimutakhirkan agar 

mengakomodasi perkembangan aktual di Indonesia 

seperti pertumbuhan permintaan energi, serta 

diselaraskan dengan kebijakan lain seperti UU16/2016 

tentang Ratifikasi Persetujuan Paris yang mengikatkan 

Indonesia secara legal untuk mencapai net zero 

ditahun 2050.  Saat ini pemerintah, melalui DEN, 

tengah menyusun Grand Strategy Energy National 

(GSEN) yang disinyalir akan menjadi masukan untuk 

RUEN yang baru. 

Penyusunan strategi dan peta jalan energi jangka 

panjang yang berfokus untuk energi terbarukan akan 

meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan 

iklim investasi energi terbarukan di Indonesia dengan 

signifikan serta menghindarkan risiko stranded asset 

untuk pembangkit energi fosil termasuk energi baru 

seperti gasifikasi batubara. 

 

Hambatan  

1a 

3d 

4b 

Peraturan 

Presiden 

Pembelian Tenaga 

Listrik Energi 

Terbarukan 

Perpres terkait pembelian Energi terbarukan mengatur 

kebijakan FiT pada energi terbarukan skala kecil dan 

harga patokan atas untuk skala lebih besar. Terbitnya 

peraturan ini dapat memberikan kepastian bagi 

investasi energi terbarukan, sehingga perlu didukung 

untuk dipercepat. Dalam jangka menengah/panjang, 

peraturan ini perlu dievaluasi dengan 

mempertimbangkan maturity dari pasar energi 

terbarukan di dalam negeri sehingga pemanfaatan 

energi terbarukan dapat tetap berjalan optimal dan 

affordable. 

 

Hambatan 

1b 

3c 

4a 

4b 

Penerapan aturan 

power wheeling 

Regulasi yang mengatur penjualan langsung energi 

terbarukan dari pembangkit ke konsumen dengan 

memanfaatkan jaringan PLN telah ada, namun belum 

dapat diimplementasikan. DPR dapat membantu 

proses implementasi peraturan ini sehingga 

memungkinkan terciptanya pasar permintaan untuk 

energi terbarukan yang lebih besar dan juga 

memberikan kesempatan bagi perusahaan RE100 

Hambatan 

3d 
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untuk mencapai komitmen energi terbarukannya 

sehingga investasinya tetap bertahan di Indonesia. 

 

Standarisasi 

Perjanjian Jual 

Beli Listrik (PJBL) 

DPR perlu melakukan pengawasan pada peraturan ini. 

Untuk memungkinkan investasi yang massif maka 

standarisasi PJBL antara PLN dan penyedia energi 

terbarukan perlu dipersiapkan sehingga proses 

negosiasi dan pembagian risiko bisa transparan dan 

cepat. 

 

Hambatan  

2a 

3c 

4b 

 

Standarisasi 

proses pengadaan 

energi terbarukan 

Merupakan turunan dari proses perencanaan energi 

terbarukan yang masif (dari peta jalan transisi energi), 

maka regulator/pemerintah dan PLN perlu 

merencanakan proses pengadaan energi terbarukan 

yang jelas dan sesuai dengan rencana kebijakan energi 

nasional yang diadakan dengan skala besar, terencana 

dan menggunakan lelang terbalik untuk 

mengoptimalkan harga yang ditawarkan. Pengawasan 

dari DPR perlu untuk memperhatikan dan memastikan 

transparansi dan kejelasan dari proses pengadaan ini 

agar sesuai dengan tujuannya. 

 

Hambatan  

2a 

3c 

4b 

Nilai Ekonomi 

Karbon (NEK) dan 

pajak karbon (UU 

HPP) 

DPR perlu mengawasi penerapan aturan NEK atau 

pajak karbon yang tertuang di UU HPP agar mencapai 

tujuan berupa peralihan keputusan investasi untuk 

infrastruktur energi yang menghasilkan karbon ke 

energi terbarukan (nol karbon). Nilai ekonomi karbon 

atau besaran pajak yang dikenakan menjadi kunci dari 

perubahan perilaku diatas dan perlu jadi perhatian 

khusus untuk memastikan dampak yang optimal pada 

investasi ke energi terbarukan. 

 

Hambatan 

3b 

Eksternalitas fosil 

lainnya 

Beberapa regulasi di Indonesia yang mengatur dampak 

buruk energi fosil sudah ada namun penerapan dan 

sanksinya belum transparan. Misalnya adalah 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 

Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang 

Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal. 

Regulasi ini yang mewajibkan polusi dari pembangkit 

listrik untuk ditekan dilevel tertentu. Penerapan yang 

tegas untuk regulasi ini dapat menunjukkan biaya yang 

sebenarnya dari pembangkit fosil dan mendukung 

harga energi yang berkeadilan. 

Hambatan  

3b 

 

Dampak investasi energi terbarukan perlu diamplifikasi pada pertumbuhan 

ekonomi dan dampak sosial, seperti penyerapan tenaga kerja. Data IRENA (2021) 

menunjukkan bahwa setiap satu juta dollar investasi untuk energi terbarukan berpotensi 
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untuk menciptakan 25 lapangan pekerjaan.30 Jika kebutuhan investasi energi terbarukan 

yang sesuai dengan Persetujuan Paris menuju tahun 2025 sebesar US$8,2 miliar 

tercapai, maka potensi lapangan pekerjaan yang tercipta mencapai 205 ribu setiap 

tahunnya sampai tahun 2025. 

Untuk mengoptimalkan dampak positif dari lapangan pekerjaan tersebut, maka 

pemerintah perlu menyiapkan SDM yang terlatih dan siap untuk mengisi pos pekerjaan 

tersebut. Di saat yang sama, kemungkinan hilangnya lapangan pekerjaan di sektor energi 

fosil dapat dimitigasi dengan memberikan pelatihan bagi pekerja di sektor fosil untuk 

menjadi SDM di sektor energi terbarukan. DPR dapat beperan dengan melakukan 

pengawasan agar aspek ekonomi dan sosial di sektor energi terbarukan dapat terintegrasi 

dalam jangka panjang. 

 

6. Kesimpulan 

 

Kebutuhan investasi energi terbarukan perlu ditingkatkan antara 2,5-5 kali lipat dari 

level investasi yang ada saat ini, atau mencapai US$4-8,2 miliar pertahunnya sampai 

tahun 2025. Nilai ini akan meningkat lagi setelah tahun 2025 untuk memenuhi 

permintaan enerig yang ters tumbuh serta pengurangan porsi energi fosil pada bauran 

energi nasional agar sesuai dengan target dekarbonisasi berdasarkan Persetujuan Paris. 

DPR dapat berperan aktif untuk menciptakan iklim investasi energi terbarukan yang 

atraktif di Indonesia.  

Dengan adanya identifikasi hambatan investasi energi terbarukan, maka dapat 

diketahui peta permasalahan energi terbarukan. Adapun rekomendasi yang disampaikan 

pada bagian 5.2 dapat berkembang melihat situasi energi terbarukan di Indonesia 

termasuk peta kebijakan dan regulasi yang sedang disusun oleh DPR dan/atau 

pemerintah. 

Agar investasi energi terbarukan memberikan manfaat ekonomi - sosial yang lebih 

luas, maka diperlukan dukungan pengembangan industri energi terbarukan dalam negeri 

dan penyiapan tenaga kerja. DPR dapat memerankan fungsi anggaran dan pengawasan 

 
30 IRENA (2021). Review for Parliamentarians. Issue 12. 
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untuk mencapai tujuan tersebut dengan memastikan program energi terbarukan 

pemerintah juga terintegrasi dengan kesiapan industri dan SDM. 
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